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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 511 /036G /KpuL %8 - 2019
Tentang

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OPRASIONAL KPH-
WISATA (DAK) TAHUN 2019

KEPALA DINAS

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat salah satunya telah dibentuk UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Bukit Barisan guna melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan

hutan di dalam wilayah kerja KPHL Unit IV;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kewenangan dan
tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan
telah dialokasikan anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Oprasional KPH-Wisata (DAK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk tertib administrasi, maka dalam rangka pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Oprasional KPH- Wisata (DAK) perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat;

Menimbang :oa

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
an Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1.

4. Undang-Undang
Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembar

Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...



tentang Pencegahan dan

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
k Indnncsnd

Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republi
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-

11/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan
Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan

Nomor
Sosial;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017  tentang Kerjasama

Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;

17. Peraturan Menteri...
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I7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanar
Nomor  P.104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  tentang,
Oprasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan J
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2013 tentang

Model Bukit

ang, Kota

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-11/
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Barisan (Unit 1V) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panj
Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten padang
Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas + 86.51 [ (delapan puluh enam
ribu lima ratus sebelas) hektar;

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7701/Menhut-1I/REG.1-1/2014
tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat

Periode Tahun 2015-2024;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang,
Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar, Kuasa  Pengguna
Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Oprasional KPH-Wisata (DAK) Nomor
2.00.04.2.00.04.01175.044.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Melaksanakan Kegiatan Pembanguanan Sarana dan Prasarana

Oprasional KPH-Wisata (DAK) Tahun 2019.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Tata
Waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Oprasional KPH-Wisata (DAK) diatur lebih lanjut oleh
Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pembangunan Sarana
dan  Prasarana Oprasional ~KPH-Wisata (DAK) Nomor
2.00.04.2.00.04.01175.044.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT ...



KEEMPAT

i - \ . _— tentuan
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan (l]('eerbaiki
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan d1p

sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL - 19 JANUARI 2019

KEPALA'DINAS
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YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
NIP. 19690604 199701 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
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Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Kepala Bappeda Provinst Sumatera Barat di Padang.
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.

Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan di Padang.
Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan TA. 2019 di Padang.

Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Pertinggal.



